BUPATI TORAJA UTARA

PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik (Good Governance) melalui pengelolaan dan
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), perlu adanya pertanggungjawaban keuangan
yang bersifat mengikat dalam 1 (satu} Tahun Anggaran;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ({APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran
berakhir;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
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Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ° 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4576) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Infirmasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Talun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4503};

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Neomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Talun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara




19.

20.

21.

22.

23.

24.

235.

26.

27.

Republik indonesia Nomor 5950};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan ILembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 fentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1789);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur




Menetapkan :
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Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6
Tahun 2020 tenfang Pembentukan dan Susunan
Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraj.
Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116);

. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4

Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2020 Nomor 4};

Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 42 Tahun 2020
tentang Perubahan Peraturan Bupati Torgja Utara
Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Berita

Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor
42).
Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN
2020.




Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah  yang  berkedudukan  sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mangatur dan
mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupa;ti_ dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah.
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Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya
disingkat BPKAD.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang
berhubungan dengan hak dan kewagjiban daerah
tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujul bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa

laporan keuangan memuat:

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan arus kas;

d. laporan Operasinal,

e. laporan perubahan ekuitas;

f. laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SALj}
dan

g. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar

laporan keuangan badan usaha milik

daerah/perusahaan daerah.




Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a Tehun Anggaran 2020 sebagai
berikut:

a.pendapatan Rp 1.039.254.357.675,43
b. belanja Rp 1.078.216.920.290,50
surplus/ (defisit) Rp (38.962.562.615,07)
c. pembiayaan
1. penerimaan Rp  58.010.049.801,71
2., pengeluaran Rp 3.700.000.060,00
pembiayaan netto Rp_ 54.310.049.801,71
selisih lebih pembiayaan Rp 15.347.487.186,64
Pasal 4

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
{Rpl103.321.891.166,38) dengan rincian sebagai
berikut:

1, anggaran pendapatan Rp 1.142.576.248.841,81
setelah perubahan

2. realisasi Rp 1.039.254.357.675,43
selisih lebih/{(kurang) Rp (103.321.891.166,38)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
(Rpl118.669.378.353,02) dengan rincian  sebagai
berikut:

1. anggaran belanja Rp 1.196.886.298.64 3,52
setelah perubahan

2. realisasi Rp_1.078.216.920.290,50
selisihlebih /kurang Rp (118.669.378.353,02)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumiah Rpl15.347.487.186,64 dengan rincian sebagai
berikut:

1. surplus/ defisit setelah Rp (54.310.049.801,71)

perubahan
2. realisasi Rp  (38.962.562.615,07)
selisih lebih/(kurang) Rp 15.347.487.186,64
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d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai
berikut:

1. anggaran penerimaan Rp  58.010.049.801,71
pembiayaan setelah

perubahan
2. realisasi Rp__ 58.010.049.801,71
selisih lebih/ (kurang) Rp 0,00

e. selisth anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai
berikut:

1. anggaran pengeluaran Rp 3.700.000.000,00
2. realisasi Rp 3.700.000.000,00
selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan Rp 54.310.049.801,71

2. realisasi Rp  54.310.049.801,71
selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut;

a. jumlah aset Rp 8.962:941.129.990,53
b. jumlah kewajiban Rp  36.698.204.659,44
c. jumlah kewajiban
dan ekuitas Rp 8.962.941.129.990,53
Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. saldo kas awal 1 Januari Rp  58.148.725.646,71
Tahun2019

b. arus kas dari aktifitas Rp 198.119.825.915,49
operasi
c. arus kas dari aktifitas Rp (237.082.388.530,56)
10




investasi aset non

keuangan

d. arus kas dari aktifitas Rp {3.700.000.000,00)
pendanaan

e. arus kas dari aktifitas Rp 301.185.450,00
Transitoris

f. saldo kas akhir per 31 Rp 15.787.348.482,08

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:
a. pendapatan-LO Rp 902.965.450.984,53
b. beban Rp_ 876.695.336.781,32
c. surplus/defisit dari operasi Rp  26.270.114.203,21

. Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. ekuitas awal Rp 8.980.934.169.757,60

b. surplus/defisit-LO Rp 25.480.108.790,21

c. selisih revaluasi asset tetap Rp 00,00

koreksiekuitaslainnya Rp _ 80.171.353.216,72

ekuitas akhir Rp 8.926.242.925.331,09
Pasal O

Laporan saldo akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:
a. saldo anggaran lebih awal Rp  58.010.049.801,71
b. penggunaan SAL sebagai Rp 58.010.049.801,71
sebagai penerimaan
pembiayaan tahun berjalan
c. sisa lebih/kurang Rp 15.347.487.186,64
pembiayaan anggaran
(SILPA/SIiKPA)
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d. Koreksi Kesalahan Rp 0,00
Pembukuan Tahun Sebelumnya
e. Saldo anggaran lebih akhir Rp 15.347.487.186,64

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2020
memuat informasi batk secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos-pos laporan kenangan.
Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi
anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan
organisasi;
Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah, menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan

pemerintaban daerah dan fungsi
dalasm  kerangka  pengelolaan
keuangan Negara;

Lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah;

Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal
(investasi) daerah;

12
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Lampiran L7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran 1.10

Lampiran .11

Lampiran II
Lampiran Hi
LampiranlV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VI

: Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

: Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset;

: Daftar kegiatan-kegiatan yang

belum diselesaikan sampai akhir
sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

: Daftar dana cadangan daerah;

dan

: Daftar pinjaman daerah dan

obligasi daerah;

: Neraca;

: Laporan arus kas;

: Laporan operasional;

: Laporan ekuitas;

: Laporan saldo anggaran lebih; dan
: Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan secbagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat {2) terdiri dart:

laporan kinerja tercantum dalam Lampiran IV dan
merupakan bagian vyang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini; dan

a.

Ketentuan

ikhtisar

laporan keuangan badan usaha

milik

dacrah/perusahaan tercantum dalam Lampiran VI
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

lebih  lanjut

Pasal 13

mengenai penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2020 diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal /¢ Agusfq.v RO

BUPATI TORAJA UTARA,

OHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal /£ Agutfids 202

SEKRETARIS DAERAH
EN TORAJA UTARA,

k (\ \n
REDE“RDNI ARE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021 NOMOR ’

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI
SULAWES! SELATAN NOMOR
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